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. Tujuan

Sebagai acuan prosedur usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Sebagal tahapan proses usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Untuk mempermudah proses kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya

Ruang Lingkup

. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul
kenailkan pangkat Pegawa Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri
Lhokseumawe;

. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan pangkat Pegawa Negeri
Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Referensi

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3980).

. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah
No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian
kuasadan delegas wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada
pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. Dok SOP/PNL/UPM-03/05-44 Februari
2016 pada Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Kompilasi Hasil Penilaian BKD.
. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses
Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisass Dan Tata Kerja Politeknik Negeri
Lhokseumawe.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe.

D. Istilah dan Definis

SKP . Sasaran Kinerja Pegawai yang merupakan rancangan pelaksanaan
kegiatan tugas jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab
dan wewenang Dosen dan tenaga Kependidikan yang
pelaksanaannya dinilai oleh Atasan Penilai. SKP tersebut merupakan
salah satu persyaratan pengurusan penetapan atau kenaikan Jabatan
Fungsional dan Kenaikan Pangkat (baik internal maupun Inpassing)
dan juga syarat utama untuk dapat diproses pembayaran Tunjangan
Kinerjabagi Tenaga Kependidikan.

SAPK . Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian milik Badan Kepegawaian
Negara yang berfungs untuk memudahkan pihak kepegawaian yang
diberikan otoritas agar dapat mengakses data kepegawaian.

BUKK : Bagian Umum, Keuangan dan K epegawaian.

SK . Surat Keputusan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang

Kenailkan pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja

dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara, dimaksudkan sebagai

dorongan kepada PNS untuk |ebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

E. DokumenTerkait

SK untuk dokumen Kepegawaian

F. Catatan Mutu/Record

- Terbitnya SK kenaikan pangkat dari Kementerian



G. Indikator Keberhasilan

SK Kenaikan Pangkat
Berpengaruh terhadap pendapatan pegawai

H. Urutan Prosedur

1
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Unit kerja Mengusulkan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan kepada
Direktur.

BUKK mendisposisikan untuk memeriksa kelengkapan dokumen untuk dineruskan
ke Bagian Hukum Tata Laksana dan K epegawaian

Memeriksa kelengkapan berkas dan Memasukan dalam sistem SAPK untuk
membuat pengantar usulan ke Biro SDM

Pengesahan pengantar usulan oleh pimpinan

Pemberkasan dan mengiriman ke Biro SDM

Proses persetujuan dan mengesahan SK di instansi terkait

Menyampaikan SK kenaikan pangkat pada yang berkepentingan.



Bagan Alir

Pelaksana Mutu Baku
N Subbag
0 Uraian Kegiatan , .| Direktur/ Hukum Tata| Biro Keleng
Unit Kerja | \wadir/ BUKK Laksanadan|  SDM BKN Sekneg kapan Waktu | Output
Kepegawaian
1. | Unit kerja Mengusulkan dan
melengkapi dokumen yang ( )_ _’| 1 Pengu 1 Pengumu
dipersyaratkan kepada | muman | hari man
Direktur
2. | BUKK mendisposisikan untuk
memeriksa kel engkapan v Draft 1 Pengantar
dokumen untuk dineruskan ke . dan
Bagian Hukum Tata L aksana |:|__'|—_—| Surat Usul | hari disposisi
dan Kepegawaian
3. | Memeriksa kelengkapan
berkas dan Memasukan dalam Tidek ¥ 1
sistem SAPK untuk membuat | I: > Berkas hari Berkas
pengantar usulan ke Biro
SDM Lengkap
4. | Pengesahan pengantar usulan
o 2
oleh pimpinan | le—t»] le— k__.ljj Berkas heri Surat
5. | Pemberkasan dan Gol. IV/e Dok. Hard 1 Doku
mengiriman ke Biro SDM | >l |__><\ copy dan hari men
6. | Proses persetujuan dan ' . ok. Har
. : 2-6 Doku
mengesahan SK di instans E}__| le— | | copy dan bulan men
terkait Soft copy
7. | Menyampaikan SK kenaikan
pangkat pada yang . .
berkepentingan G‘ L " X




J. Lampiran

Contoh SK Kenaikan Pangkat

Menimbang

Menginga

Memper hatilean
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTEEI PENDIDIEAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESLA

NOMOR : 58243 /A4.2/KP/2015
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

: u, bohwa Pegowoi Megeri Sipil yang namanya tersebut pads diktum keputusan ind,

mememihi syaraf dan dipundang cakap unbak diberikan kenaikkun pangkat;

b, babwa Kepala Badan Kepegowainn Negars telah menyetujul kenniloan pangkat terssbut
dengan Peraelujuan Teknia Nomar Al-12016007035 tanggal 4 Maret 2015;

., balwa sehubungan demgan hal tersebul padn hurf & dan b dintss, dipamdang periu
menetapkan pemberian kennikan panglat bagh pegawal tegent sipll yang bersanghutan;

Undong-Undang Homor 5 Tahun 2014;

Unddang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Peratunin Pemerintih Nomor 7 Tahan 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;
Peraluran Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
Peraturan Pemerintah Nomor 9@ Tahun 2003 jo Nomor 63 Tohun 2000;
Peraturan Presiden Nomoer 7 Talun 2015;

Perituran Presiden Nomor 14 Tahun 2005,

Keputusan Presiden Momor 121 F Tahun 2014;

Peraturan Monterl Pendidikan dan Kebudayann Nomaor | Tahun 200132,
10.  Peraturan Mentert Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2002,
11. HKeputusan Bepala Badan Kepegawmisn Negara Nomaor 12 Tahun 20032;

Burat usul Direlcur Politeknik Megert Lhokasumavee nomor 263/ PL 20/ R2/KP /2015
tmnggul 9 Februar 2015;

MEMUTUSKAN

Kepodn Pegawnl Neger Sipil -

Mama ¢ EHAIDIR FUADL, A.Md

WIP ¢ 19TEOTI22010121002

Tempat, Tanggul Lakir ¢ DESA DAYAH ARDN EAH. ACEH UTARA 22-07-19Th
Pendidikan ¢ DIPLOMA M Tahun : 1998

Pangkat lama § golimgen 1 Pengatar [ Hfe / O-12-2010

ruang | TMT

SJabatan 1 FUNGSHIONAL UMUM

Unit Kerja ¢ POLITEKNIK NEGER] LHOKSEUMAWE

lerhitung omlsl tanggal 01-04-2015 dinailkkan panghainys menjed Pengatur Tinglat |
gobongan rusng 11/d, dengan masa leerja 07 tahun 04 bulan, dan diben gajl pokok sebesar
Rp 2.283.500 ditmmbah dengnn penghasilan lalneys berdasarkan ketentuan persturan
prrundang-undangan;

Apnbils delam keputusan ind terdapat kekeliruan, alosn disdukan perbailoan.
Aali Keputusan ini discmpaikan kepuds yang bersangkutan untuk dilketahul dan
dilaksanakan

TEMBLUSAN :

1. Kepals BKN di Jokarts
2. Kepals KPPFN di Lhokseumawe
3. Direktur Politelknik Negeri Lhokseumawe di Lhoksewmawe

Ditetaplkan di Joalkarta
— Pada tanggal 31 Maret 3015
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